
SAILINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAII

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR    272    TAHUN  2025

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA NOMOR 447 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN BIAYA PENUNJANG KOORDINASI PERJALANAN

DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang   :    a.   bahwa   berdasarkan   Laporan   Hasil   Pemeriksaan   (LHP)
Badan Pemeriksa Keuangari Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Papua Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten        Mimika        Tahun        2 0 2 4        Nomor
04.B/T/LHP/DJPKN-VI.NBR/PPD.01 /06/2025  Tanggal  OS
Juni 2025 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian  Intern  dan  Kepatuhan  Terhadap  Ketentuan
Peraturan     Perundang-Undang     Pemerintah     Kabupaten
Mimika Tahun 2024 di Timika.

b.   bahwa    berdasarkan    hasil    pemeriksaan    sebagaimana
dimaksud  pertimbangan  huruf  a,  maka  perlu  mencabut
Keputusan Bupati Mimika Nomor 447 Tahun 2024 tentang
Penetapan  Biaya  Penunjang  Koordinasi  Perjalanan  Dinas
Bagi  Ketua,  Wakil  Ketua  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan
Rakyat  Daerah  Kabupaten  Mimika  karena  tidak  adanya
peraturan    perundang-undangan    yang    mengatur    atau
memerintahkan tentang hal dimaksud.

Mengingat     :    1.    Undang-Undang     Nomor     45      Tahun      1999      tentang
Pembentukan  Propinsi  Irian  Jaya  Tengah,  Propinsi  Irian
Jaya    Barat,    Kabupaten    Paniai,    Kabupaten    Mimika,
Kabupaten   Puncak   Jaya   dan   Kota   Sorong   (Lembaran
Negara     Republik     Indonesia  Tahun   1999   Nomor   173,
Tambahan      Lembaran      Negara      Ftepublik      Indonesia
Nomor 3894);
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2.   Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  (I.embaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2001  Nomor  135,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik    Indonesia    Nomor    4151)    sebagaimana
telah     dirubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-
Undang    Nomor 2 Tahun 2021  tentang Perubahan Kedua
atas   Undang-Undang   Nomor   21    Tahun   2001    tentang
Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  (I.embaran  Negara
Republik    Indonesia  Tahun  2021  Nomor  155,  Tambalian
lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) ;

3.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014      tentang
Pemerintahan     Daerah     (I.embaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  I,embaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587),   sebagaimana
telah  diubah  dengan  Undang  -Undang  Nomor  6  Tahun
2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
men].adi   Undang  -  Undang   (I.embaran   Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4.   Undang - Undang Nomor  1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan  antara     Pemerintah     Pusat  dan   Pemerintah
Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5.   Undang-Undang     Nomor      15     Tahun     2022      tentang
Pembentukan  Provinsi  Papua  Tengah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2022   Nomor   158,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804) ;

6.   Peraturan     Pemerintah     Nomor   12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 6322);

7.   Peraturan  Menteri  Dalaln  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Teknis   Pengelolaan   Keuangan  Daerah
(Berita      Negara      Republik      Indonesia      Tahun      2020
Nomor  1781);

8.   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022
tentang   Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU       :   Mencabut  Keputusan  Bupati  Mimika  Nomor  447  Tahun  2024
tentang   Penetapan   Biaya   Penun].ang   Koordinasi   Peljalanan
Dinas Bagi Ketua,  Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.

KEDUA        :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal,15  Agustus  2025

BUPATI MIMIKA,
ttd

JOHANNES REITOB

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.   Gubemur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3.   Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4.   Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5.   Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6.   Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7.   Kepala  Badan   Pengelolaan  Keuangan   dan  Aset  Kabupaten  Mimika  di

Timika;
8.   Kepala   Dinas   Perpustakaan   dan   Arsip   Daerah   Kabupaten   Mimika   di

Timika;
i.ou¥Png ber8angkutan untuk djkctahui dan dilaksapckan.


